
SALINAN 

BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 35 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

a . bahwa penganggaran dalam Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan dengan 
perkembangan keadaan berupa penganggaran 
terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana 
daerah dalam hal pendanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi paska bencana Tahun Anggaran 2019 
dan penganggaran terhadap bantuan operasional 
sekolah afirmasi pada Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pendidikan sehingga 
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 
antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja 
berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja 
dalam jenis belanja berkenaan sehingga per1u 
dilakukan perubahan terahadap Peraturan Bupati 
Nomor 22 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti s urat Menteri 
Keuangan Repu blik Indonesia Nomor: S-
448 / MK. 7 / 2019 tanggal 20 November 2019 dan 
Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 
906/5425/Keuda tanggal 9 Oktober 2019, maka 
pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
dan Sadan Penanggulangan Bencana Daerah yang 
memuat penambahan anggaran yang bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang 
dialokasikan melalui dana transfer daerah yang 
sudah ada peruntukannya dengan petunjuk teknis 
tahun berkenaan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan 
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yang 
menyebutkan pergeseran anggaran antar obyek 
belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek 
belanja dalam obyek belanja dengan melakukan 
perubahan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, 
dan terhadap dana bantuan operasional sekolah yang 
melebihi atau kurang dari pagu alokasi dana 
bantuan operasional sekolah per Satuan Pendidikan 
yang telah dicantumkan dalam perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Daerah 
menyesuaikan alokasi dana bantuan operasional 
sekolah dengan cara terlebih dahulu melakukan 
perubahan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah Tahun Anggaran 2019; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten.tang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~ 
Nomor 3851); _..,.__ --
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Ka bu paten Sukamara, Ka bu paten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

5 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

9 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438}; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara i 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tah un 2012 Nomor 1 71, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor J 37, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Norn or 71 Tahun 20 l 0 
tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, ~ 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
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Pera tu ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42 
Tambah.an Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 61 78); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2A 19 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 
Peraturan Mente1i Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1425); 
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
5 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207a); 
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
9 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung 
Mas Tahun 2017 Nomor 246); 



Menetapkan 

- 6 -

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gun ung Mas Nomor 
6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
20 19 (Lembaran Daerah Kabu paten Gunung Mas 
Tahun 20 19 Nomor 269, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 269 .a ); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Gun ung Mas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 20 19 Nomor 
270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 270.a); 

30. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Perubah an Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2019 Nomor 459); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 2 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 019. 

PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 
2019 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2019 Nomor 459) diubah sebagai berikut: 
a. Ketetuan Pasal 1 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal l berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 19 semula 
berjumlah Rp.1.034.093.827 .213,00 bertambah/berkurang sejumlah 
Rp. 26.018.660.851,74 sehingga menjadi Rp. 1.060.112.488.064,74 
dengan rincian sebagai berikut: 
a . Pendapatan Daerah 

l. Semula Rp. 1.056.143.827.213,00 
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 20.817.534.267,00 

Jumlal1 Pendapatan Daerah setelah Pergeseran Rp. l .076.961.361.480,00 
b. Belanja Daerah 

1. Semula Rp. 1.034.093.827 .213,00 
2 . Bertambah / (berkurang) Rp. 26 .018.660 .851,74 

Jumlah Belanja Daerah setelah Pergeseran Rp. 1.060.112.488.064,74 
Surplus/(defisit) setelah Pergeseran Rp. 16.848.873.415,26 

~ 
G 
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c. Pembiayaan Daerah 
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

a ) Semula Rp. 4.450.000.000,00 
b) Bertarnbah/(berkurang) Rp. 5.201. 126.584,74 

J umlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 
setelah Pergeseran 

2 . Pen geluaran Pem biayaan Daerah 
Rp. 

a) Semula Rp. 26.500.000.000,00 
b) Bertambah(berkurang) _R_._p_. _______ o~,o_o 

9.65 l.126.584,74 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
setelah Pergeseran 
Jumlah Pcmbiayaan Netto sctelah Pcrgcscran 

Rp. 26.500.000.000,00 (-) 
(Rp. 16.848.873.415,26) (-) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Pergeseran : 

b. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran r dan Lampiran II yang 
merupakan bagian t idak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bu pati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Gunung 
Mas. 

Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 26 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

ttd 

YANSITERSON 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 26 Desember 2019 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMAYA MONONG 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 472 

Salinan sesuai dengan aslinya 
K.EPALA BAGIAN HUKUM, 

GUANHI , SH 
NlP. 19651110 1 9203 1 013 


